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BABI

PENDAHULUAN

Latar Belahang Masahali

Tata   kehjdupan   pada   umumnya   masyarakat   Indonesia   sampaj   saat   ini   masih

5antung pada kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha yang bersifat agraris, sehingga tanah

upakan  tumpuan  harapan  baS  rakyat  guna  dapat  melangsungkan  kehjdupannya.

ah mempunyaj artf yang amat pentjng sebab kegjatan pembangunan fisik senantiasa

nerlukan tanah.  0leh  karena  itu,  dalam  setiap  tahap  pembangunan,  masalah  tanah

lu memperoleh perhatian dan penanganan sungguh-sungguh.

Da]am Garis-garis Besar Halunn Negara   (selanjutnya dislngkat GBHN) tahun  1999

gamanatkan bahwa:

Pembangunan  pertanahan  diarahkan  untuk  sebesar-bcsamya  kemakmuran  rakytll
serta    untuk    memperkokoh    persatuan    dan    ksatuan        nasional,    mendukung
pemberdayaan  ekonomi  masyarakat,  dan  memperluas  kesempatan  beruscha  serta
menjngkatkan   ]apangan   keria   melalui   penataan   kepemi]J'kan,   pengiiasaan   dan
penggunaan  tanah  bagi  masyarakat  secara  adil  yang  didukung  oleh  tertib  dan
penegakan hukum, tertib adminsitrasi dan penggunaan tanah berdasarkan  rencana
tata  ruang  wilayah  yang  serasi  dan  seimbang  serta menjamin  pemanfaatan  tanah
dengan  tetap  menjaga  kelestarian  dan   fungsi   lingkungan   hidup.   Pembangunan
pertanahan  bertujunn  untuk  memanfaatkan  tanah  secara  terpadu  antara  berbagaj
sektor pembangunan serta mencapai peningkatan kualitas ruang.

Demikian juga dalam Penjelasan Umum  Undang-Undang  Dasar  1945  (selanjumya

gkat UUD 45) telah ditetapkan bahwa:

Bumi,   air,   dan   ruang   angkasa   termasuk   kekayaan   a]am   yang   terkandung   di
dalamnya,   pada   tingkatan   tertinggi   dikunsai   oleh   negara   sebagai   organisasi
kekuasaan seluruh rakyat.  Istilah dikuasai oleh negara memberj wewenang untuk:
a.    mengatur   dan   menyelenggarakan   peruntukan,   penggunaan,   persedi€ian,   dan

pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
b.    menentukan   dan   mengatur   hubungan-hubungan   hukum   antara   i)rang-{traiig,

dengan buni, air, dan ruang angkasa;
c.    menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang da]i

pefountan-perbuntan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
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Dalanpenjelasantersebutdisebuthan,hakatastanahapapunyangadapadaseseorang

dapat  dibenarhan  untuk  dipergunakan  atau  tidakdipergunakan  semata-mata  untck

tinganpribadi,apalagikalauhalitumeninbulkankqugianl:„[gimasyawhLPenggunaan

han]s   disesuaikan   dengan   keadaan   dan   sifat   halmya   hingga   bemanfaat   bagi

hteraan  dan  kebahasaan,baik  bagi  yang  berhak  atas  tanch  tersebut  maupun  bagi

yarckat dan Negam

Melalui prundang-undangan Negara,yalmi melaui undang-undang Nomor 5 tahun 1 960

g  kctentuan-ketentuan  pokok  agrarian  (  selanjutnya disingkat  UUPA  )  peda pasal  6

hak-hak  atas  tanah  mempunyai  fungsi  social.Terdapat  perbedan  persapsi  antara

ik tanah/lahan dengan pemerintah ( sebagai   pemegang hak menguasai dari Negara )

yangkut lingkup dan luasnya tafsiran fungsi social. Perbedaan persepsi tersebut membawa

lanjutandidalanpenerapanyadilapanganterutamadidalanperistiwapengadantanal

arakatdalamran8kapengadaantanahuntukpembangunandemikepentinganunun.

Menurut Kaputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadan Tanch Untuk

entingan Umun balwa:

Pelepasan  atau  penyerahan  hck  atas  tanah  bagi   pelcksanaan  pembangunan  untck
kepentingan umum dilakukan berdasarkan prinsip penghomatan terhadap hak atas tanah
dan hanya dapat dilakukan apabila penetapan rencana pembangunan untck kepentingan
umum tersebut sesuai dengan dan berdasar Rencana Umum Tata Rung ( RUTR ) yang
telch ditetapkan terlebih dahulu. Dan pembangunan untuk kepentingan unun ini dibatasi
untuk kegiatan pembangunan yang dilakukan  dan selanjutnya dimiliki pemerintah serta
tidck digunakan untuk mencari keuntungan dalan bidang-bidang yang disebutkan secara
anumeratif  dalan  pasal   5   ayat  (1)  antara  lain  :  jalan  umum,saluran  pembuangan
air,waduk,bendungan   dan   bangunan   pengairan   lainnyapumah    sakit   unun    dan
puskes`mas,pelabuhan   atau   Bandar   udara   atau  terminal,peribedatan,pendidikan   atau
sekolah,pasar     umum     atou     pasar     inpres,fasilitas     pemakaman     unun,fasilitas
keselamatan,pos  den Telkom,sarana o'lah raga,stasiun penviaran radio,televisionrfutor
pemerintah dan fasilitas ABRI.



Berdrsarkan pengamatan atas beberapa kasus  pembehasan/pengadaan  tanah yang

rna  ini  dilaksanakan    di  Indonesia,  temyata  bahwa  pencapal.an  musyawarah  yang

nj   dan   sempurm,  merupakan   kendala.   I.Ial   ini   disebabkan   karena   selama   ini

bebasan tanah hanya didehati melalui aspek manfaat, kepentingan umum dan aspek

Lstian normatifnya belaka. Aspek keadilan dan aspek seslal yang justeru lebih penting

k diperhatikan untuk menghindari teriadinya konflik pelepasan hak atas tanah yang

.epanjangan cenderung diabaikan.

Tidak  memadalnya  aspek  perencanaan  yang  semestinya  dilakukan  sejak  adanya

ana  pemerintah  untuk melaksanakan  pembayaran yang akan  melepaskan  hck  atas

h milik warga masyarakat meruDa*ap sehah ap/a] terjadinya pelepasan hak alas tanah

; m€ngabaikap,asbek keadilan. Adanya kelemahan yang muncul chram Qaftar Usulan

rek (Drtyp)  mengakibatkan alokasi  dana untuk  pelepasan  hak  atas tanah  sclanfty inl

ferung    tjdck    proporsional.    Secara    operasional,    keterbatasan    dana    itu.    daJam, +_:~4,p
``fe

?Daftar Usulan Kcgjatan dijadikan alat untuk melcgitjmasi penctapan besarnya gantr
\

ion di bawl harga rill.
```.

Bahkan  daham.     pengadaan    tanah,    pemerint.ah  .men{tryolkan  asas  fun{i,si   sosizil

h melebihi porsi yang sesungguhnya, sebab dalam  banyak kasus scperti  pembebasan

h  untuk  pembangunan  kampus  Universitas  Hasanuddin   Makassar,   pemt)angunan

1 tol, pembangunan perumahan ABRI, pembangunan perumahan anggota DPRD, dan

ibangunan taman mancing   kekuntan pemilikan yang juga dijamin oleh hukum tidak

it mengimbangi lurisnya penonjolan  pada penafsiran fungsi sosial.

Masyarakat    mernandang,    dengan    ganti    rugi    yang    layak,    musyawar:;Lh    yaiig

puma dan  partisipatif dan tidak tergesa-gesa dapaL  saja yang  tidak  mest`  diartikan
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c.   Jalan sebagal adanya penolakan /pengelakan fungsi social.Hck seseorang baik

individu   maupun   masyarakat   memperolch   penghangaan   oleh   hukum  jika

pendapat,pandangan,dan keinednan masyarakat pemilik tamh dihormati.

Teriadi  perbedaan  dalam  mempersapsikan  malma  fungsi  social  antara  masyarakat

;an pemerintah.IIal  ini teriadi  sebab di  safu pihak pemerintah  (calon pengguna tanah)

song  o  leh ketergesa-gesann untuk  segera memperoleh  lahan dengan mudah  sehingga

kailch `ffimgsi social" sebngal alamya. Di lain pihak masyarakat pemilik tanah didorong

keterkaitan  historis  dengan  tanahnya jelas  tidak  rela jika  proses  pembebasan  tanah

dengan harga pembebasan tanah dinalmai dengan harga pembebasan yang sedikit

itu berada pada tanah tanpa harga dan tanpa arti.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka issu sentral yang dapat ditarik bahwa teriadinya

ndenmgan pemerintah melakukan pembebasan tanah masyarakat melalui cara-cara yang

sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.  Selain  itu,terdapat pula kecendnmgan

erintah memberikan persepsi tentang fungsi social tanah dan tidak memberikan ruang bagi

egasan hak milik seseorang yang harus dilindungi secara adil,lemahnya perencanaan dalam

bangunan,temasuk  pengadaan  tanah  yang  dilandasi  dengan  tidak  adanya  pemikiran

g  kelanjutan hidup  masyarakat  yang  terkena  lokasi  pembebasan/pengadaan  dan  atau

parm hck atas tanah.

umusan Masalah

1.   Sejath  manakch  pelaksanaan  pengadaan  tanal  guna  kepentingan  umum  dapat

mewujudkan malma pengadaan tanah menurut peraturan perundan-undangan  di

Kota Makassar?
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2.  Faktor-falctor  apakhah  yang  mempenganhi  tedadinya  perbedaan  prinsip  antara

pemerintah  sebagai  pengguna  tanch  dan  rakyat  sebagai  pemilik  hck  atas  tanah

dalam  hal  pengadaan  tanah  untuk  pembangLman  kepentingan  umum  di  Kota

Makassar?

C.Tujuan dam Kegtinaan P€nelftian

I. Tujuan Penelitian

a.   Untuk  mengetahui  dan  mengun8kapkan  pelaksanaan  pembebasan  tanah  guna

kepentingan   umum   dapat   mewujudkan   makna   pembebasan   tanah   menurut

peraturan permdang-undangan.

b.   Untuk   terungkapnya   analisis   mengenai   falctor-faktor   yang   mempenganihi

teriadinya perbedaan persepsi    antara pemerintah  sebagal  pengguna tanah  dan

rakyat  sebagai  pemilik  hak  atas  tanah  dalan  hal  pengadaan  tanah  unttuk

kepentingan unum.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk:

a.   Bahan   informasi   yang   dapat   direkomendasikan   atau   sekLrmg-kurangnya

menjadi  sumber  inspirasi  bagi  pemerintah  dan  pihak  terkait  lainnya  untuk

menyusun strategi  perencanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang

lebih berdayaguna kepada masyarakat,khususnya upaya untuk memperthankan

keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

b.   Menjedi  bahan  refereusi  berbagai  pihak  yang  beminat  untuk  memperdalan

pengetahun mengenai paradigm aspek Sosio-Yuldis pengadaan tanah untuk

kepentingan umum di Kota Makassar.
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c.  Memberikan kontribusi  bagi pengembangan  ilmu pengetahuan khususnya ilmu

hukum terutana yang bersangkut paut dengan aspek sosio - yuridis pengadaan

tanah untuk pembangunan kapentingan umum di Kota Makassar.

.Mctode Pen€rmn.

1. Lokesi Penetitinn

Penelitian  ini  akan  dilaksanakan  dalam  wilaych  Kota  Malrassar,dengan  focus

penelitian pada tiga kecanatan,yaitu : Kecamatan Tamalate,Kecamatan Manggala

dan  kecamatan  Biringkanaya.Pemilihan  ketiga  Kecamatan  ini  didasackan  atas

pertimbangan bchwa ketiga lokasi ini banyck terdapat kasusu pembebasan tanah

warga masyaraka:t yang tidak sesuai dengan pemberian den pemberian ganti rugi

yang tidak layck dan bahkan ada pemilik tanah yang belum mendapatkan ganti rugi.

. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemilik tanah yang terkena pembebasan tanah

guna pembangunan kepentingan umum di Kota Makassar.

Adapun sanpel ditetapkan sejumlch 85  (delapan puluh lima) orang,yang masing-

masing terdiri atas warga/tokoh masyarakat ketiga Kecanatan Kota Mckassar 50

orang,dan 35 orang nara sumber. Adapun telmik yang digLmakan untuk responden

adalch telmik sanpel acak (rcrndom S¢mp/I.ng) yakni warga populasi tidak dipilch-

pilah   atau   distratakan   terlebih   dahulu.   Dasar  pertimbangannya   selaln   karena

kapasilitas  dan  kompensinya  yang  cukup  representative  untuk  dipilih  sebagai

informan/nana sumberj uga karena pertimbangan kemudehan men8hadilkan mereka.
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Untuk penentuan sampel terhadap infoman yang akan diwawancarai digunakan

teknik penganbilan sanpel secara pusposif ( pefxpasive samp/z.»g ), yaitu teknik

yang  ditetapkan  secara  sengaja  oleh  peneliti  yang  berdasar  atas  criteria  atan

pertimbangan tertentu.

Adapun sebagal infoman yang ditetapkan adalah :

1.Badan pertanahan Nasional                    :  5   orang

2. Aparat Kelurahan dan Kecamatan        :  15  orang

3. Tokoh Masyarakat                                  :  10  orang

4. Panitia pembehasan Tanah                    :  5    orang

Jundah : 35 orang

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dihimpun dan dianalisis dalan penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder. Data primer bersumber dari data empiris yang diperoleh secara langsung di

lapangan/lokasi    penelitian    berdasackan    penganatan,wawancara,serta    angket.    Data

sekunder merupakan data yang bersumber dari hasil penelahan pustaka,jumal,dan telanh

dokunen yang dibutuhkan den relevan dengan topik penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Gurra memperoleh data primer,peneliti melakukan pengedaran angket kepada responden

g   texpilih.   Peneliti   akan   melakukan   wawancara   kepada   aparat   Badan   Pertanchan

asional,Kepala Kelurahan dan Kecamatan,tokoh masyarakat,dan Panitia pembebasan tanah.
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Demi   efektivitas   dan   efisiermya   waktu   yang   dipergunakan   dalam   kegiatan

penelitian  ihi,  di  nana  kara]cteristik  lokasi  penelitian  yang  relarif  luas  serta

domisili  informan/responden  yang  terpencar-pencar  pada  beberapa  kecamatan,

maka   penulis   menggunakan   teknik   penguinpulan   data   primer   dari   hasil

wawancara  (j.#/ervi'ew/.   Adapun  teknik  pengumpulan  data  dilckukan   melalui

wawancara berstruktur dan bebas, angket (berupa pertanyaan yang telah disusun

sebelunnya), dan pengamatan di lokasi penelitian.

.   Analisis data

Data  yang  diperoleh  dianalisl.s  secara  kualitatjf.    Analisis  kualitatif digunakan

dengan  maksud  agar  peneliti  dapat  mengadakan  interprctasi  terhadap ttata  yang

telah  dikumpulkan  dan  diolah  dengan     mcnggunakan  riimus  tabula.`[   [`rckilcmi

sebagai berjkut:

f
P----------------x100

n

:eterangan:

' = Persetause

= frekuensi

= Jumlah frekuensi dari selumh klasifikasi
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BAB2

TINJAUAN PUSTAKA

Pengerfian Pengadaan Tanaih

Belum    banyck    literatur    yang    menguraikan    mengenai    pengertian    tentang

ibebasan/pengadaan tanah  dan jika ada  literature  yang  memberihan  pengertian tentang

ibebasan/pengadaan tanah biasanya mengutiffmerujuk pada pengertian yang diberikan oleh

ntuan perundang-undangan yang berlaku.

Dahulu sebelum lahimya Keppres Nomor 55 Tchun 1993 istilch pengadaan tanal biasa

hal istilal UU No 20 TalLm 1961, edalah pembebasan tanah, yaitu setiap perbuatan yang

aksud langsung atan tidak langsung melepaskan hubungan hukum yang ten.adi  antara

egang hak/penguasa atas tanahnya dengan  cara memmberikan  ganti  rugi  kepada yang

penguaca tanah itu.  Sementara istilch pengadaan tanch edalch setiap kegiatan untuk

dapatkan  tanah  dengan  cara  memberikan  ganti  rugi  kepada  yang  berhak  atas  tanah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Talun 1975 pada Pasal 1  ayat (1)

Lskan bchwa " yang dinaksud dengan pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan

yang semula terdapat di antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara

berikan ganti rugi".

Begitu  pula  menurut  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  c.q.  Direktur  Jenderal

NomorBa.12/108/12/1975menjelaskanbahwa

Pembebasan  atau  pengadaan  tanch  ialah  setiap  perbuatan  yang  dimaksud  langsung

maupun  tidck  langsung   melepaskan  hubungan  hukum   yang   ada  antara  pemegan

hak/penguasaan  atas   tanahnya  dengan  cara  memberihan  ganti  rugi   kepada  yang

bedhck/penguasa tanch itu.

Menurut I Wayan Suandra ( 1991 :21 ) bahwa :
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engadaan  hak  alas  Thnah  (  dahulu pembebasan hak  atas  tanah  )  adalch  melepaskan

ngan huhm yang semula terdapat di antara pemegang hck atau penguasa atas tanah

I proyek - proyek pemerintah ini dapat dilakukan melalui dun tata cara yaltu :

Berdasarkan tata cara yang  diatur  dalan Peraturan Menteri  Dalan Negeri Nomor  15

rchun  1975  yaltu pembebasan hak alas tanah oleh Gubemur Kapala Daerah dibentuk

panitia pembebasan tanah yang  susunan anggotanya adalch  :  1) Kapala sub Direkeomt

Agraria ( Penanahan )  Kabupaten/Kota sebagal  ketua;  2)  Scorang pejahat dari  kantor

Pemerintah  Daerah     Tingkat  11  yang  ditunjuk  oleh  Bupati/Walikota  kepala  daerah

bersan8kutan;  3)  Kapala  Kantor  IPEDA/HREDA  atau  pejabat  yang  ditunjuk  sebagal

i:::::;:::=gDpe±chp¥e:=diufromj:O:e£==€:=aTfa=;:;=y=disefro::;
Kecamatan yang bersangkutan; 7) Kapala Desa atau yang dipersamakan dengan

tu;  8)  Seorang pejal>at  dari  sub  Direktorat Agraria  ( pertanalan  )  kabupatenAlota;  9)

ubemur Kepala Daerch.

lerdasarkan tata cars yang diatur dalam Peraturan Mented Dalam Negeri Nomor 2 Tahun

985 yaitu untuk pengadaan tanah di Wilayah Kecanatan yang luasnya tidak lebih dari 5

ektar.Pengadaan tanah dinaksnd dilaksanakan   langsung oleh Pinpina Proyek lnstansi

ang bersangkutan yaltu dengan memberitahukan kepada Camat mengemi letak den luas

yang diperlukan dengan tata cara 1) Lokasi,letalLdan luas tanah yang dipergunakan

agi proyek pembangunan harus disesuaikan dengan rencana penggunaan tanch atau
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ibangunan pemerintah  daerah;  2)  Harga tanch hans memadai  dalam  arti  yang paling

guntun8kan bagi Negara dan harga tanah tersebut juga harus sesuai dengan harga tanah

proyek -  proyek  pembangunan  lainnya  di  wilayah  yang  bersangkutan  dalam  tahun

;aran   yang  sana;  3)  Pemimpin proyek harus mengadakan musyaverali dengan yang

ak  atas  tanah  mengenai  besanya  ganti  rugipimpinan  proyek  wajib  memperhatikan

ntuan harga dasaryang ditetaplran oleh Kapala Daerah.

Selanjutnya menurut John  Salindeho (  1993  :  31  ) bahwa :  Istilch " menyedz.aha# "

rfe  sudah terselib  arti  " pe#gindmdi»  "  atau keadaan " aidr "  itu.  Sedangkan di  dalam "

gadakan " tentunya kita menemukan atan tepathya sesuatu yang " tersedj.a " sebab sudch

` diadakan ", kecuali kalau tidck berbuat demikian.

Jadi, kedua istilah itu, nanun tanpak berbeda, mempunyal arti yang menuju kepada

r" pe#gerJz.¢#  "  yang  dapat  dibatasi  kapeda  suatu  perbuatan  untuk  mengadakan  agar

dia tanah bagi kepentingan pemerintah.

Dengan demikian istilah pengadaan tanah atau pelepasan hak atas tanah adalali suatu

erahan kembali hck itu kepada Negara dengan sukarela.

I  Wayang Suandra (  1991  :  21  ) menyatakan bchwa pengadaan tanch / pembebasan

adalah :

•    Melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat diantara pemegang hak

atau  penguasa  atas  tanah  dengan  cara  memberikan  ganti  rugi.  Adapun

besamya ganti rugi hams berdasar kepada ketentunn perundang - undangan
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Yang berlaku dalam arti kata besaniya ganti rugi disesuaikan dengan harga umum

yang berlaku pada saat itu.

Dalam  keputusan  presiden  nomor  55  tahun  1993  tentang  pengadaan  tanah  untuk

kepentingan umum juga ditetaplm bahwa pegadaan tanah adalch setiap keriatan untuk

mendapatlcan tanah dengan cara memberikan  ganti  kerugian kepada yang berhak  atas

tanch tersebut.

Pengertian dan tata cara pemberian ganti kerugian menurut keputusan presiden tersebut

selanjutnya diatur dalan pasal 1 angka 7 dan pasal 15 adalah:

Dalan pasal 1 an9ka 7 ditetapkan bahwa "ganti kerurian adalch penggantian atas nilai

tanah berikut bangLman, tananan, dan atau benda-benda lain yang terkalt dengan tanah

sebagai akibaq}elepasan atau penyerahan hak atas tanah".

Tata cara pemberian perhitungan ganti kerugian dalan pasal 1 5 ditetapkan:

a.   Harga   tanah   yang   didasarkan   atas   nilai   nyata   atau   sebenanya,dengan

memperhatikan nilal jual objek pajak buni dan bangunan yang terakhir untuk

tanch yang bersangkutan

b.   Nilai  jual   bangunan   yang   ditaksir   oleh   instansi   pemerintah   daerah   yang

bertanggung jawab di bidang bangunan

c.   Nilai   jual   tananan   yang   ditaksir   oleh   instansi   pemerintah   daerah   yang

bertabggung jawab di bidang pertanian.

Pengertian kepentingan umum

Munoulnya  pengertian  fungsi  social  adalch  sebngai  reaksi  deri  penerapan  den

penggunaan hck milik secara mutlck dan formalistik. Dalam pasal 33 ayat (3) UUD 45



13

ditetapkan bchwa bumi dan air den kekayaan clam yang terkandung didalamnya dikuasai

oleh Negara dan dipergunakan  sebesar-besanya kemakmuran ralryat.  UntLik mencapal

tujuan sebesar-besamya kenakmuran ralryat, harus ada penguassan Negara.

Isi pasal ini tidak dimcksudhan pemerintah sebngal pemilik, karena sebagal pemilik

subjeknya adalah orang, dan hak itulah yang merupakan hak yang terhiat dan teapenuh

atas  tanah.  Walaupun  sifatnya  telkuat  dan  texpenuh,  sama  sekali  tidak  membedkan

wewenang yang berlebihan.  UUPA tctap memberihan proiritas  social  atas tanah yang

ditetapkan dalam pasal  6 yang menyatakan bahwa semun hak atas tanah mempunyal

fimgsi sceial.

Hal   ini   sejalan   dengan   alam   fikiran   hukum   adat   sebagai   dasar  pembentukan

UUPA.itulch sebabnya, maka berdasackan pasal 18 UUPA jika untuk kepentingan umurn,

termasuk kapendngan bangsa den Negara serta kepentingan bersana dari rckyat, hak-hck. ~ ,
ty.t:J'-i;

atas tanah dapat dicabut.

Perumusan kepentingan umum sangat abstrak sifatnya karena mencakup ruang

yang sangat luas. Hal itujnga diakui oleh Ali Sofyan Husen (1997:52) bchwa:

lin

Kepentingan  umum  identik  dengan kepentingan pembangunan.namun  siapa pun  yang
membaca  kata kepentingan  umum  pasti  akan  sulit memahani  den  mengerti  maksud
sebenanya.kecuali bagi mereka yang memp`myai bekal ilmu politik yangcukup.  Sebab
pengertian kepentingan umum  sangat umum dan begitu mudahnya diberi  sayap untuk
terbang mengikuti arch angin kebijckan yang diharapkan. Bahkan sanpai saat ini  belum
ada rumusan yang haku, dan atau gugatan terhadap perumusan pelaksanaan kepentingan
umum oti. Misalnya "gugatan" tentang sapa yang berhak untuk merumuskan kepentingan
umum  itry  apa  kriterianya,  dan  apa  konsekuensinya.  Kemudian  gugatan  bila  teryata
pembebasan tanah itu tidak berdanpck pada kesejahteraan dalan kepentingan bersana
sebagainana yang dirunuskan atau dijanjikan. Definisi kepentingan umum ini menunlt
keppres nomor 55 tahun  1993, pada pasal  1  ayat (3) adalch kepentingan selunin lapisan
masysrakat.
Dalan instruksi presiden nomor 9 tahun 1973 pada pasal 1 ayat (1) memberikan rumusan

kepentingan umum yang sangat luns sebagal bedkut:
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itu   kegiatan   dalam   rangka   pelcksanann   pembangunan   mempunyai    si fat
rentingan umum apabila kegiatan tersebut menyangkut (a)  kepentjngan bangsa
I  negara,  dan atau a) kepentingan masyarakat luns,  dan atau (c)  kepentingan
yat banyak/bersana, dan atau (d) kepentingan pembangunan. Selanjutnya dalam
Lt (2) disebutkan bahwa: bentuk-bentuk kegiatan pembangunan yang mempunyai
it  kepentingan   unrm:l     adalal  meliputi   bidang-bidang:   (a)   Pertahanan,   (b)
£eljaan umum, (c) per)engkapan umum, (d) jasan unum, (e) Keagamaan, (I) [lmu
ngetahuan  dan  semi     budaya,  (g)  K.esehatan,  (h)  Olah  Raga,  (i)  Keselamatan
Lun  terhadap  bencana  alam,  ¢)  Kesejahteraan  sosial,  (k)  Makam/Keburan,  (I)
rjwisata   den   RekJeasl,   (in)   Usaha-usaha   ekonomi   yang   bermanfaat   bagj
pentj ngan unum.

Ianjutnya  Maria  SW.   Sumardjono  (Ali  Sofyan  Husein,   1997:   55)  menyatakan

Keppres  Nomor   55   Tahun   1993   menganut  pendekatan  yang  sempit  dalam

ikan rumusan  kepentingan umum, karena Keppres itu memberikan definisi !7ang

entang    apa    yang    disebut    sebagai    kepentingan    umum    itu,         karena     ia

ldingkan      dengan   Undang-undang   Nomor   20   Tahun   ]961,   yang   kemudian

lya  menganut  pendekatan  yang  luns.   Sementara  lnpres  Nomt>r  9  Tahun   [973

tnya   menggunakan   kombinasi   pendekatan   kedunnya,    karena   di   dalamnya

tan   daftar   kegiatan   yang   masuk   kriteria   kepentingan   umum   dengan   mar-,ih

ka menafsirkannya r>ecara luas.

alam Pasal  1  Angka 3  Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun  1993 juga djtetapkan

yang    dimaksud    kepentingan    umum    adalah    kepentingan    seluruh    la[)Isan

Lkat.

[ekat   dan   Tujuali   Pciigadaan   Tanah   Untuk   Pembangunan   Kepentiiigan

urn

Pengadaan    tanah   dalam    berbagai    peraturan.  perundang-undangan    bertuj'ian

mata   hanya   untuk   pemenuhan   tanall   bagi   pelaksanaan   pembangunali   untuk

ngan unum dengan cara pelepasan   atau penyerahan hak atas tanah,  Pengadann
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b di  lug itu dilaksanakan dengan cara jual  beli, tukar menukar,  atan cara lain yang
rati secara suharela oleh pihck-pihak yang bersangkutan.
Menurutiwayangsuandra(1991:11)bchwa:

Tujuan  pegadaan  tanah  adalah  untuk  pemenuhan  kebutuhan  untuk  proyek-proyek
pembangunan yang tertuju kapada kepentingan  selunh rakyat bukan untuk orang-
perseorangan.   0lch  karena  itu,  fa]ctor-falctor  yang  perlu  dipertiinhan9kan  dalam
pegadaantanahuntukkebutuhanproyek-proyekpembangumnadalah:

1.   Pegadaaan tanah untuk proyek-proyek pembangurmn hanis memenuhi  ryarat tata

rung dan gun tanah.

2.   Penggunaan tanah tidak boleh mengakibatkan kerusakan atau pencemaran terhadap

kelestarian alam dan lin8kungan.

3.   Penggunaan tanah tidak boleh mengakibatkan kerugian masyarakat den kepentingan

pembangrum

Adapun sasaran pengadaan tanah untuk pembangunan kapentingan umum berdasarkan

res 55 tahun 1993 dalam pasal 5 ayat (1) adalch:

a.   Jalanunun;
b.   Saluran pembangurm air;

c.   weduk;

d.   Bendungan dan bangunan pengairan lairmya;

e.   Rumah sakit umum dan puskesmas;

f.    Pelabuhan atan Bandar udara atau teminal;

9.   Peribadatan;

h.   Pendidikan atau sekolahan;

i.    Pasar umum den pasar inpres;

j.    Fasilitas pemakanan umum;
k.   Fasilitas keselanatan umum;

I.    PosdanTeurom;
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I,  saran olch raga;

stasiun penyiaran radio;

kantor pemerintah  dan;

.   fasilitas ABRI

(enurut All  Sofa/an Husein (1997:  72) bahwan tujunn pengadaan tanah adalah

menthan kepentin!5an pembangunan dalam arti  ]uns dengan cara pelepasan hak

h masyarakat dengan disertai gantj  rugi yang layak dan sedapat mungkin tjdak

ilkan pemerasan si pemilik tarLah.

asaran pengadaan tanah di atas, untuk membantu masyarakat dalam memenuhi

Lnnya, termasuk kebutuhan akan pendjdjkan, ekonomi, sosial  dan budaya, dalam

nenjamin    pemerataan    pembangunan.    Untuk    mewujudkan    tersebuL    maka

an  tanah,  dan  pengurusannya  diserahkan  kapada  pemerintah/negara  dengan

s sebagai hak mengusai negara (Soeprapto,1985: 45)
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BAB3

EASEL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

otiaraD Umum I.ohasi PenelitiaD

iota  Makassar  terletak di pesisir barat Sulawesi Selatan pada koordinat 11918°

ampai  119 32, 31.  {)3" BT dan 5 00, 30.18" sampai  5.14, 6.49" LS dengan batas

Sebelah Selatan `berbatasan dengan Kabupaten Gowa

Sebelah Utara befoatasan dengan Kabupaten Pangkep

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros

Sebelah Barat bc.rbatasan dengan Selat Makassar.

Vilayah   Kota   Makassar   yang   berbatasan   langsung   dengan   Selat   Makassar

iyai  garis  pantai  sepanjang    20  Kin  yang  memanjang  dari  Selatan  ke  Ulara.

vilayah  kota terdapat  dun  buah  sungai  yaitu  Sungai`Jeneberang  yang  mengalir

i  Kabupaten  Gow€L  bermuara  di  bagian  selatan  kota  dan  Sungai  Tallo  yang

a di bagian utara kota.

umlah penduduk wilayah kota Makassar berdasarkan sensus tahun 2002 adalah

2  yang  mendiami  14  (empat belas)  kecamatan  dan  143  kelurahan.  Dari jumlah

an tersebut, 3 (tiga) kecamatan di antaranya yang dijadikan lokasi penelitian yang

aikan berikut iri.
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k Geograris, Luas Wilayah, dan Tofograr[

£eeamafan Biringhanaya

Secara  gcorafis Kecamatan  Biringkanaya yang  merupakan  sa]ah  satu  wilayah

}nsitratif Kota  Makassar,  dengan  mempunyai  luns  wilayah  4,870  Km2    dcngan

/ah pemerintahan terdiri atas 7 (tujuh,) Kelurahan dengan batas:

-Sebelah barat  berbatasan dengan Kecamatan Tamalanrea

-     Sebelah utara beibatasan dengan Kabupaten Maros

-     Sebelah sela.tan berbatasan dengan Kecamatan Tamalanrea

-     Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros

Keadaan penduduk  Kecamatan  Biringkanaya   dapat dilihat  pada  tabel  berikut

Tabel   I

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin

tinan

Jenis kelamin

Jumlah

Lakl'-lakj Perempuan

6.421 6.099 12.480
- _

19.0]4 30.56421.26211.550

10.595
II

]0.667I-.7.75;____

7 . 80 I 15.554

3.590 3.539 7.129

15.269' 10.519

I---25-?-8-?-
972 I               1.436               i          2.408

I
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Berdasarfu pcta tanal yang ada menunjuldran bahwa jenis tanah di wilayah

matan  Biringkanaya  adalah jenis  tanah  Alluvial  coklat  yang  sebaedan  besar

I   ditempati   sebagai   kawasan   perumahan.   Mata   pencaharian   mayarakat

minasisebagaiWiraswasta(pedagang,Industrikecildanmenengah).

£ceamafan Tama]ate

Seeara  gcorafis  Keeanatan  Talate  yang  merupahan  salah  satu  wilayah

inistratif Kota Makassar, dengan mempunyai luas wilayah 20.56 Krf   dengan

ychpemerintahanterdiriatas10(sepuluh)Kelunhandenganbatas:

-Sebelah barat berbatasan dengan Kecanatan Mckassar

-     Sebelah utara befoatasan dengan Kecamatan Tallo

-     Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar

-    Sebelin Timur bchatasan dengan Kecamatan panakkukang

KeadanpendudckKeeamatanTamalatedapatdilihatpadatabelberikutini:
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Talbel  2

Jumlch Penduduk Kecamatan Tamalate Berdasarkan Jeris kelamin

Jenis kelami

Kelurahan
Lan-laki Perempun

5.508 5.967 1 1 .495

hfuuruki 4.338 4.088 8.426

hfaccinisombala 2.186 1.884 4.070

Bongaya 7.673 7.758 15.431

Pa'baeng baeng 6.934 7.097 14.031

Parang Tanbung 12.003 11.661 23.664

Balang Ban 4.838 4.671 9.509

Tanj ung Merdeka 4-286 5.217 9.503

Mangasa 2.816 6.191 9.007

Barombong 5.909 6. 197 12.106

Jumlch 62.236 65.346 127.582

ber Data: Kecaniatan Tamalate dalam Angka 2005

Berdasarkan peta tanch yang ada menunjukkan bchwa jenis tanah di wilayah

amatan Tamal8te adalah jehis tanch Alluvial coklat yang sebactan besar   telah

mpati  seSpag?i  kawasan  perunahan.  Mata  pencaharian  masyarakat  didominasi

agal Pegawal negeri Q'emerintahan), dan nelayan.
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ecamatan Manggala

geografis  Kecamatan Manggala pada mulanya sebagai  Kecamtan persiapan sebagai

ekarap Kecanatan Pamkkukang. Nanun sejak tahun 2003  menjadi wilaych definitive

masuk dalan wilaych administrative Kota Makassar,dengan mempunyai luas wilaych

2 Km2 dengan wilaych pemerintahan terdiri atas 6 ( enan ) Kelunhan dengan batas :

Sebelch Bamt berbatasan dengan kecamatan Panakkukang

Sebelch Utara berbatasan dengan Kecanatan Tamalanrea

Sebelch Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa

Sebelch Timur befoafasan dengan Kabxpaten Gowa

penduduk Kecamatan Manggala dapat dilihat pada table berikut ini :



22

Tabel  3

Jumlch Penduduk Berdasarkan Jenjs kelamin

Jenis ke]ami

Kelurchan

Lcki-laki Perempun
Junlah

4.108 5.907 10.015

5.038 5.088 10.126

3.286 4,884 8.170

2.173 3.158 5.331

4.134

Tamangapa

Junlah

10.003

44.424

4.970

11.161

44.664

9.104

2 I . I 64

89.088

r Data: Kecamatan Manggala dalam Angka 2005

3erdasarkan  peta  tanah  yang  ada  menunjukkan  bahwa  jenis  tanah  di  wilayah

tan Panakkukang adalah jenis  tanah  Alluvial  coklat  yang  sebagjan  besar   telah

.ti sebagai kawasan perunahan. Mata pencaharian masyarakat dldominasi sebagai

Peda8an8 .

Pengadaan Tanah

erdasarkan data pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Makassar, menunj ukkan

ebagian besar   tamh   telah  ditempati  beberapa proyek  pemerintah  dan  swasta

ga kecamatan (Kecainatan Tamalate.  Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan
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la) tercatat   250  ha proyek pemerintah dan 650  proyek  swasta.  Untuk jelasnya

lihat pada tabel berikut ini.

Tabel  4

Lues Tanah yang Ditempati Proyek  Pada Kecamatan Biringkanaya

Kelurahan Luas tanah (ha)

29

15

18

26

29

10

125

Paccerakkang

Sudiang

Sudiang Raya

Junlah

r Data : BPN Kota Makassar Tahun 2005

ata   di    atas   menunjukkan   bahwa  .dari    enam    kelurahan    di    Kecamatan

naya,  luas tanah   yang ditempati  proyek-proyek  pemerintah  dan  swasta  adalah

di mana kelurahan Sudiang dan Bulurokeng menduduki rangking pertama dengan

ah  29 ha, disusul Kelurahan Paccerakkang seluas 26 ha, Kelurahan Pal seluas  I 8

Kelurahan Data seluas 15 ha.
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Tabel 5

Luas Tanah yang Ditempati Proyek pada Kecanatan Tanalate

Kelurahan Lus Tanch ( ha )

Tanjung Merdeka

Macoini Sombala

Bongaya

Pa' baeng-baeng

Jongaya

Manuruki

Bacang Ban

Parang Tanbung

Mangasa

Jumlah

r Data : Kantor Camat Tamalate Kota Mckassar Tahun 2005

menunjulha  bchwa  dari  luas  tanah  yang  digunckan  untuk  proyek  pemerintah  dan

Kelurahan Parang Tanbung menempati urutan pertana Yaitu 34 ha,kelurahan Bacang

pada urutan kedun yaitu 29 ha,kelurahan Jongaya 28 ha,Kelurahan Tanjung merdeka 25

kelurahan Barombong,Bongaya dan Pa' baeng-
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ng masing-msing 20 ha, dan kelurahan Mannumki dan Mangasa masing - masing 1 0 ha.

Tdel 6

Luas Tanah yang Ditempati Proyek pada Kecamatan Manggala

Keluralho Lus Tanal ( ha )

r Data : Kantor Camat Manggala Kota Makassar Talon 2005

172  ha  luas  tanah  yang  ditempati  pembangunann,baik  untuk  kkepentingan  Negara

un swasta di Kecamatan Manggala, kelurahan Borang pada rangking pertama, yaitu 46

isusul Kelurahan Taniangapa 35 ha, Kelurahan Antang 30 ha, dan Kelurahan Batunn 26

kelurahan Manggala 20 ha, den yang paling sedikit adalch Kelurahan Bangkala yaitu
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alisis Pelaksanaan Ketentuan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Penganut aliran yuridis - dogmatis menyatakan bchwa janji  hukum  yang teftuang

in rumusan pertautan merupakan kapastian yang harus diwujudkan. Walaupun demikian

;   menerapkan   aturan   huhm   tersebut   adalch   manusia   yang   dalam   penerapannya

ngaruhi  dengan berbngai aspek kemanusiaannyaL  Fungsi  social tanch akan merupakan

I  normatif  saja  apabilatidek  didukung  oleh  para  petugas  kantor  pertanahan  yang

3ssional  yang  memililri  :  a)  pengetahuan;  b)  penerapan  keahlian  (  compefence  a/

I.coo.o# ) ; c) tanggung jawab /socJ.4/ respousJ.bJ./z.fyJ,. dJ Se//co#tro/e,. e) pengakuan oleh

araledit ( social sanction ).

Aturan maupun prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara normatif

untuk dipahami oleh masyarakat, namun akan befoeda apabila dilihat dari aktualisasi

an tersebut. Menurut pengamatan penulis,pemahanan tersebut harus diimbanS dengan

anan yang penuh rasa tanggung jawab dari petugas di kantor pertanahan dan dengan

sasi  pemberian  ganti  rugi  yang telch  ditentukan  berdasarkan  peraturan  pemerintah

meningkatkan   pelayanarmya   dalam   bidang   pertanahan   seyogyanya   melakukan

paransi dalam bentuk kepastian proses musyawarah mufckat dalam penentunn ganti rugi

barn tanah.

Sebagai   contoh    seperti   dikemukakan   oleh   Abdulah,selaku   tokoh   masyarakat

atan Manggala (  wawancara  12  Agustus   2004  ) bahwa dalan hal pelepasan tanah

pembangunan  kepentingan  umum  seyogyanya  dimusyawarahkan  langsung  dengan

lik tanah bukan melalui kepala kelurahan atou kepala ORT setempat. Sehingga besamya

keruSan yang telch ditetapkandapat memberikan kepuasan kepada pemilik tanah., tetapi

ataanya di lapangan adalch sangat berbeda sebab
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Pemberian  ganti  ruri tidak  sesuai  dengan kesepakatan pemilik bahkan tidak  sesuai

igan peraturan permdang-undangan yang  berlaku.Begitu pula pembebasan tanali rakyat

sih banyak dilakulran oleh penisahaan swasta,padahal dalan ketentuan hukum yang baru (

>res no : 55 / 93 ) swasta tidak diberihan kewenangan lagi membebaskan tanah rakyat.

Pendapat di atas juga senada dengan pendapat responden sebagainana terlihat dalam

le brfut ini :

Tabel 7

Pendapat Reaponden Mengenai Besamya Ganti Kerugian yang Diberikan

N-60

Jawaban Frekueusi Persentase

8.33

Sangat setuju 16.67

Tidck setuju

Sangat tidak setuju

Jundch

her Data: angket yang diolch tahun 2004

di  atas menunjukkan bahwa  30  (  50  % )  responden menyatakan bchwa sangat tidak

ju besamya ganti mgi yang diberikan,  15 ( 25 % ) yang tidak setuju mengenai besamya
ti kerugian  yang diberikan,10 ( 16,67 % ) yang sangat setuju besaniya ganti kerugian yang

rikan, dan 5 ( 8,33 % ) setuju dengan besamya ganti kerugian yang diberikan.

astian mengenai besamya ganti kerugian dari pengadaan tanah sangat tergantung kepada

ip musyawarch antana pemerintah sebagai pengguna tanah dengan rakyat sebagal pemilik

.Bahkan menurut  Muliddin,SH. Selaku kepala
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Kelurahan  Antang  Kecanatan  Manggala  (  wawancara tanggal  18  Agustus  2004  )

iwa memang sebenamya menunlt aturan yang baru mengenai besamya pemberian ganti

ri  itu  ditetap]rm  berdasarkan  kesapakatan  antara    pemerintah  dengan  rakyat  pemilik

ah,bukan  lagi  ditentukan  oleh panitia pembebasan tanah  seperti  yang  ditetapkan dalam

mendagri Nomor 25 tahun 1957. Namun karena areal tanah yang akan dilepaskan cukup

s dengan jumlch pemilik tanah yang banyalbsehingga menyulitkan untuk menghadickan

reka,apalagi penentuan ganti ruri tanah tentu masing - masing pemilik menuntut ganti rugi

ig  bervariasi.0lch  karma  itu,kani  selaku  pemerintah  menganbil  jalan  keluardengan

mutuskan besamya ganti kerugian tersebut berdasackan harga jual tanah dalam blan8ko

nbayaran pajck hal itu sudah dinunglrinkan menurm pasal 35 ayat ( 5 ), ( 6 ),dan (  7 )

)pros nomor 55 tahun  1993 tentang pengadaan tanah untLik kapentingan umum mengatur

ngenai pechitungan besamya ganti kerugian akibat pelepasan tanah untuk pembangunan

rentingan unum.

Pasal 13 keppres nomor 55 tahun 1993 diatur :

Bentuk ganti rugi dapat berupa :

a)   Uang

b)   Tanah pengganti

c)   Pemukiman kembali

d)   Gabungan deri dua atan lebih ganti kerugian sebagainana dinaksud dalam

huruf a, b, dan c;

e)   Bentuk lain yang disetujui oleh pihak -pihck yang bersangkutan

Ketentuan ganti kerugian ditetapkan  atas dasar harga tanali yang didasarkan atas nilai

ata atau sebenamya,dengan memperhatikan nilai jual objek pajck ( NJOP ) dan bangunan

g teralchir untuk tanah yang bersangkutan. Di samping itu,nilal jual bangunan ditaksir oleh

i pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang
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gunan,  serta  nilai jual  tananan  yang  ditaksir  oleh  instansi  pemerintal  daerah  yang

ggungjawabdibidangpertanian.

Menurut Bahanddin, selaku tokoh mayarakat kecamatan manggala (wawancara 18

2004 ) bahwa sebenamya aturan tata cara pembedan ganti kerugian yang diberikan

ih ada ditangan panitia pengadaan tanah, padahal sehausnya    besamya ganti rugi tidak

lu laS dirundingkan, karena mekanismenya sndch jelas dalan faktur pembaya(an pejck

tanah.  Mengenai bangunan dan tananan yang eta di atasnya masih meninbulkan

persapsi,  pemchntah  beranggapan  bahwa  tanah  itu  sudan  termasuk  bangunan  dan

an yang ada di atasnya.

Disampingitu,famaluddinselakukepalabaSantatausalakantorkeeamatantanalate

wancara 22 Agustus 2004 ) bahwa mengenal kepentingan umun,seharusnya tepat,dalan

res  sudah    jelas  ditetapkan  beberapa  kegiatan  yang  temasuk  kepentingan    unun,

ya pembangunan penmahan anggota DPRD Proviusi  Sulawesi  Selatan yang tadinya

pati Taman hiburan Rakyat ( Tin ). Begitu pula. Menunt Drs. Sultang Uleng selaku

a  kecamatan  Biringkanaya  (wawancara  20  Agustus  2004   )   bahwa  perlu  adanya

aan persepsi antara pemerintah dan rakyat pemilik tanah bahwa tanch yang dipunyai

rakyat tidak bersifat mutlak tetapi jika Negara membutuhkan tanch itu,  maka pemilik

dengansukarelamelepaskanhaknya,tetapitetapdibebanihakuntukmendapatkanganti

.  Kenyatannya  adalah  tanah  sudah  dilepaskan  pemiliknya  tetapki  belun  mendapatkan

i  rugi  sebagai  contoh pembangunan kanpus Unhas Tamalanea belun diberikan ganti

. Ihilch yang haus
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isadari pemerintah bchwa dengan penganbil alihan tanah ralryat berarti muncul kewajiban

tukmemberikangantirugi,sehinggadapatdihindariedanyakonflikpertanahan.

Nanun menurut   A.Bakri Pjuffi,SH selaku kapala sub seksi pengndrm tanch pnda

tor pertanahan kota Makassar ( wawancara 29 Agustus 2004 ) bchwa pembehasan tanch

g  selama  ini  berlangsung  pada hakikatnya  diperuntulha untck membangun  fasilitas

den prasarana yang menunjang kapentingan umum ( masywht ). Nanun di satu sisi

yak kendala yang dihadapi di langan, ndsalnya saja masih banyck pembangunan yang

sampai  selesal karena dana/anggaran tidak mencukupi  sehingga terpaksa   bangunan

but terlantar, di sisi lain masih kurangnya pemahaman mazsyarakat tentang frogsi dan

fasilitas umum itu, sehingga mereka tanahnya diserahkan, meskipun telal dijanjikan

ti rugi. Mengenal masih banyaknya tanah - tanah yang sndch dilepaskan, tetapi belun

ndapatkan ganti kerugian, sekarang ini pihak BPN sementara mendata tanch - tanah yang

ch dianbil oleh pemerintch.

Masalahnya sekarang ini, masih ada pihak investor swasta yang membebaskan tanah

at tanpa diberikan ganti ngi atan diberikan tetapi tidak sesuai dengan harga setempat.

pihak swasta dalam keppres nomor 55 tahun  1993  tidck lngi diberikan hck untuk

lepaskan tamh rakyat dengan memakai alas " kepentingan  unun" tidak sama pada wcktu

endagri nomor 25 tahun 1975.

foktor - factor yang mempengrmhi pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Sebagaimana yang kiri banyak dialani masyarakat  Kota Makassar, temyata manfaat

sebuah pembebasan tanah rakyat sama sekali tidak cukup hanya dijawab
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gan  menunjukkan  bukti  -  bulcti   di   luar  hak,   bahwa  dari   sekian  banyak  kegiata

bangunan ditanen8kan sebngai kepentingan umum dapat dihitung berapa banyak rakyat

ik tanah tergusur atau menjadi korban dari penganbilalihan tanah tanpa diikuti dengan

yawarah clang anti kenngian semestinya.

Seperti yang banyak teriedi,   pembebasan itu di tetapkan demi pembangunan, yang

ar   langsung   disanakan   sebagai   kapenthgan   umum.   Dan   sebagai   backing   dari

ntinganunum,makaaparatNegaradengansertamertamenggunakantangandankakinya

dan menganankan jalannya pembebasan itu. Jika   ada yang menghalanri atau

pertanyakan  pembebasan  itu,  maka  di.tro#6/e  7mafer itu  huns  dianankan.    Sehingga

basan tanah itu lebih sering diartikan sebagai " penggusuran tanah ".  Bahkan dalan

pakasusdapatdisebutsebagai"penganbilalihansecarapaksa"tanahrakyat.

Penganbilalihantanchralryatselalumengundangkonflikyangberkapanjangandengan

-akarpermasalahannyadipengaruhiolehbeberapafactor:

or Muryawarah

Boleh dikatakan,musyawarah adalah barang mewal dan mahal, balikan bngi pemilik

yang miskin dan tidak terorganisir. Karena mahalnya musyawarch, maka yang teriadi

a ini hanya pertemuan " semacan musyawarah ". Atau suatu pertemunl  atau setidck -

yasebuahpenmdinganyangdibu]ctikandengansuratperintahundangan.

Model musyawarah tersebut jnga senada dengan apa yang dikatakan responden yang

dilihat dalani tabel berikut hi :
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Tabel 8

KeterlibafroReapondendalanPenentuanGantiKen]gian

N-60

Jawaban Frekueusi Persentase

Tidak Pemah dilibatlran 58.33

Imbalkan 16.67

Dilibatkan,tetapi hanya diceramahi 8.33

Dilibatkan,tetapi    tidrk   berhubungan

dengan ganti kougian

16.67

Julch

ber Data: An8ket yang diolch tahun 2004

Data di atas menunjunran bahwa,35 ( 58,33 % ) reaponden fiii]J€a€gS±ya•,€

mereka

penah dilibatlran dalan penentuan ganti kerugian,10 ( 16,67 % ) responden menjawab

batkan  dan  selebihnya  mengatakan  dilibatlran  tetapi  tidak  berhubungan  dengan  ganti

gian,den 5 ( 8,33 % ) responden menjawab dilibathan tetapi hanya diceranahi.

Pendapat  responden  diatasjuga  diakui  oleh  Salahuddin  selaku  tokoh  masyarakat

anatan  Birin8kanaya  (  wawancara  tanggal   1   september  2004  )  bahwa  sebenanya

sanaan asas musyawarah hanis dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak cukup hanya

is sebngai bahan pelengkap dan alasan pemberm saja,karena Negara kita adalah Negara

yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan musyawarah.
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g  sebenamya.   Jedi  hanis  diikuti  dengan  kesadaran  dan  tekad  yang  benar  untuk

mujudkanya.

Praktiknya selana ini, sudan jauh dari ketentuan hukum yang adamusyanwh lebih

yak bchsikan ceranah, itupun yang diundang hanya ormg tertenfu saja yang dianggap

diajck berdanal dengan besamya  ganti kerutian yang ditawarkan. Padahal sebenanya

peguna tanah hams bechadapan langsung dengan pemilik tanali untuk menueyawaralkan

ganti keruSan.

ganti kemgiaD

Titik-titik  penentuan  besamya harga tanah  dalam  banyak  kasus  dalan  praktiknya

setelah ada usulan untuk membebaskan dari si pemohon atau penggun tanch.

rum  itu,  hamper  tidak  diketahui  dengan  pasti  seberapa  besar  nilai  tanch  di  daerch

ebut, meskipun seandalnya harga tanah di pasar tanah dapat dinonitoring per daerah,

belum mantapnya ketiasana sinerdsmisalnya antara Dinas Pajak But dan Bangunan

gan instansi lain, termasuk BPN sebngal pengatur dan pengguna tanch membunt harga

secara riil dan poteusial belum dapat ditentukan dengan tepat. Dari penentun harga

tersebut sebngai landasan dalam penentuan seberapa besar ganti keruSan yang akan

rikan kapada pemilik tanah.

Dalan kondisi seperti itulah sehingga banyck pemilik tanah yang belun mendapatkan

rugi  yang  layak dan tepat untuk  memberikan kapuasaan bagi  mereka.  Hal  tersebut

denganpendapatreapondenyangdapatdilihatpadatableberikutini:
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Tabel 9

Besanya Ganti Kerugian yang Diberikan

N=60

Jawaban

Sangat Rendch

Frekueusi Persentase

Tidck sesul dengan NJOP

Sudah balk

Sudah baik,tetapi tidak dibayar

sekaligus
16.67

Juulch

angket yang diolch tahun 2004

Data di atas menunjukkan bahwa 30 ( 50 % ) responden menyatakan bchwa ganti rugi

g diberikan sangat rendah,  15 ( 25 % ) responden menyatakan ganti rugi yang diberikan

sesuai  dengan  besamya  harga  tanah  dalam  faktur pajck  (  NJOP  ),10  (  16,67  %  )

nden menyatakan ganti rud yang diterima sudah  baik tetapi tidak dibayar sekaligus, dan

33 % ) responden menyatakan ganti mgi yang diterima sudah baik

Pendapat Responden tersebut di atas jnga,diakui okeh Drs. Agus Salim Nain selaku

h  pendidik  Kecanatan  Manggala    (  wawancara  2  September  2004  )  bahwa  dalan

ya  harga  tanah  biasanya  ditetapkan  panitia  pengadaan  tanch  yang  lingkupnya

pit,hanya harga fisik - ekonomisnya tanch saat itu,serta benda fisik
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g melekat di  atasanya.  Padahal  nilai  hck  atas  tanch jail  lebih lug  dari  nilal  fisik -

nomis.

Panitia  pengadaan  tanah  dalam  menentukan  harga  tanal  hanya  didasarkan  peda

tan  penerintah  setemprt  dengan  bapadcan pada  harga  tanch  yach  telah  tetiul

lumnya. Nan sebenanya secara fomal sudah dijelaskan dalan Keppres Nomor 55 tahun

3bchwabesamyagantikerugiandidasarkanpadaNJOPtanaltesebutpadatchunterakhir.

tidakbolehdirehayasa,karenasudahjelasnilainyadalanfa)dypejakbersangkutan.

aktor Panitia Pengadaan Tanah

Secara  teknis  -  tugas  dan  wewenang  panitia  pengadaan  tanal  adalal  sekadar

bantu dan menjembatani kapenthgan umum agar terlaksana dengan balk dan mencapai

ya  dengan  tepat.   Ia  bukannya  melengkapi   dan  memperhat  kelemahan   serta

gan  salah  satu pihak,misalnya ada investor yang ingin membebaskan tanah  ralryat

kqutinganuschanyadenganmengejarkeuntungan

Dalam praktiknya, Persoalan pembebasan tanah memang syarat dengan muatan politis

pada   sekadar  masalah   teknis  -   ekonomis.   Panitia  pengadaan   tanah   alto   sangat

yenangkan jika manpu bekeriasana dan bemain mata dengan si pengguna tanal untck

udian berbagai keuntungan.

Kehadiranpanitiapengadaantanahmembawamalapetakapehiliktanal.Padahaltugas

anya  hanya  sebagai  pejabat  yang  melakukan  inventarisasi  atas  tanah,status  hukun

mendsir dan mengusulhan penjelasan atau penyululrm kepade pemilik tanch mengenai

ana dan tujuan pengadaan tanah
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Hal tersebut di atas senada dengan pendapat responden sebagainana tergambar dalam

e berikut ini:

Tabel 10

Pendapatreapondenmengenaitugaspanitiapengadaantanah

N=60

Jawaban Frekueusi Persentase

Bekeriasana dengan pengguna Tanah

Tidak memihak kepada pemilik tanah

Menentukan besamya ganti rugi 16.67

Meneari keuntungan semata

Jumlch

her Data: angket yang diolch tahun 2004

Tabel  di  atas mengganbarkan bahwa,  20  ( 33,33  % ) reaponden menjawab bahwa

panitia pengadaan tanah lebih banyak tidak memihak kepaha pemilik tanah,  15 (

) responden menjawab bahwa panitia pengadaan tarmh bekeriasama dengan penggurra

dan lebih mementinghan keuntungan,dan 10 (  16,67 % ) responden menjawab panitia

adaan tanah turut menentukan besanya ganti rugi.

Pendapat  responden  di  atas,  temyata  sama  dengan     Salamat  Kadir  selrfu  tokoh

arakat  Kecamatan  Tamalate  (  wawancara  6  September  2004  )  bahwa  sebenamya

diran panitia pengadaan tanah sangat dihaapkan  sipemilik tanah peda saat penentun

niedtanah,karenapanitiapengadaantanahadalahsebngal
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dalam memusyawarahkan besanya ganti kerugian. Namun sangat disayangkan

ngadaantanahyangrata-rataadalahaparatpemerintahtemyatajugamen8harap

H
ganti rugi tersebut dari si pemilik tanah ataupun mengharap bagian dart sj

a tanah karena rendah pemberian ganti rugi.

r]ibataD   Masya[.akat   Da]am   Pengambilan   Keputusan   Penelituan   Ganti

gian Hak Atos T.anah

eberhasilan  dalam  pemberian  ganti  rugi  yang  membawa  persamaan  persepsi

dasar untuk menghindari teriedinya konflik dalam masyarakat berkat dukungan

kat dalam arti lug.

entingnya  keterlil)atan  masyarakat  dalam  penentuan  ganti  kerugian  pengadaan

tuk  pembangunan  kepentingan  umum  tersebut  dapat  mcmberikan  konstribusi

enerima keputusall.

eputusan  yang  diambf I   berkaat   dukungan   masyarakat   sangat   penting   bagi

tah dalam perencanaan, penyediaan fasilitas umum, dan penggunaan tanah secara

?uni dengan tujuannya. Sedangkan manfant bagi masyarakat yang telah ikut dalam

bilan keputusan penentuan ganti kerugian atas tanah yang dibebaskan cenderung

iemperhatikan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan dirt

keputusan  pada  [iihak  lain,  dan  ini  adalah  penting  karena  adanya  keterljbatan

Lkat     dalam  pengambilan  keputusan  akan  banyak  mengurangi  kemungkinan

ya  pertentangan  antara  pengguna  tanah  dengan  pemilik  tanah,  tetapi  syal.atnya

laksanakan pada saat yang tepat.
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tersebut di atas sesual dengan pendapat respenden bahwa untuk menghindari

gan/konflik peda saat penentunan ganti keruglan tidak ada jalan lain  libatkan

t, terutama masyarahat pemilik tanah,  Untuk jelasnya dapat diljhat pada label

Tabel   11

Upaya yang harus dilakukan pada setiap pembebasan tanah

N-60

Jawaban Frekuensi

Terapkan semun ketentunn mengenai pengadan

tanah

Terapkan sistem musyawarch in ufckat

Lakukan pengawasan setiap ada pembebasan tanah

Libatkan masyarakat dalam setiap kegiatan

pengadan tanah

Jumlah

Persentase

16.67

33.33

data: angket yang diolah tahun 2004

abel  di  atas  menunjukkan  bahwa  20  (33,33%)  responden  menyatakan  bahwa

ng tepat yang harus dilakckan dalain  setiap pembebasan  tanah  adalah  llbatkan

at,15  (25%)  responden  menjawab  bahwa yang  perlu diterapkan  adalah  semua

n mengenai  pengtldaan tanah dan   tcrapkan sistem  musyawiirah mufakat, dan  10

) responden menjziwab lakukan pengawasan setiap ada pembebasan tanah.
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Sejalan  dengan  perkembangan  pembangunan  dengan  tingkat  kebutulian  akan

mann mehingkat, maka luas tanah mengalami penurunan kualitas. 0leh karena

erlibatan  masyarakat  dalam  pembebasan  taunh  menunbuhkan  perasann  ikut

i,  sehingga  masyarakat  secara  tens  meneus  berupaya  untuk  meminimalkan

tanch.

mplikasi  kebijaksanaan  di  bidang pertanahan  dan  langkah-langkah  operasional

mbangunan, tereermin dari kesadaran hutum masyarakat  yang memili.ki tanah

enyadari  pentingliya  pembangunan,  terutama  pembangunan  untuk  kepentjngan

ehingga dengan kesadaran  sendiri  menyerahkan tanalnya untuk  pemban{,unan

Kesadaran hukun masyarakat pemilik tanah dapat djlihat dari aspek yang :5ali.ng

ntara pengetahuan, pemahaman, dan sikap dan perilaku.

ls Pengetahuan Hukum masyarakat

engatahuan  hukun  masyarakat  tentang  pentinganya  pengadaan  tanah  untuk

kepentingan umum dapat dllihat pada tabel berikut inj :
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Tabel   12

TingkatKesadaranMasyarakatterhadapKetentunPengadanTanah

N-60

Jawaban

Mcmbaca sendiri peraturarmya

Dari media (TV, Radio, Brosur dll)

Dari penyuluhan

Dart orang lain (teman/kerabat

Junlah

data: angket yang diolah tahun 2004

Persentase

16.67

33.33

abel di atas menunjukkan bahwa 20 (33,33%) responden mengetahui peraturan

n tanah melalui media,15 (25%) responden mengetahui peraturan tersebut darj

an   dan  dari   orang  lain,   dan      10   (16,67%)   responden   sama  sekali   tidak

ui adanya peraturan pengadan tanah.

Peri laku Masyarakat

rilaku hukun  masyarakat dapat dilihat darl  aspek  reaksi  masyarakat jika tidak

[kangantikerugianatautidaksesunidenganketentunyangadadaritanahyang

paskan. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tobel berikut ini:
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Tabel  13

Reaksi Masyarakat jika Tidak Mendapat Gantj Kerugjan

N-60

Jawaban Frekuensj Persentase

Menolak pelepasan tanah 33.33

Menggugat ke pengadilan 16.67

Bermjuk rasa ke DPR

Junlah

I data: Angket yang diolah tahun 2004

41.67

ata dl  atas  menunjukkan  bchwa   25  (41,67%)   responden  menyatakan  reaksj

akukan jika tidak mendapatkan ganti kerugian dadratau mendapat ganti kerugian

sesuni dengan ketentunn yang ada adalah berunjuk rasa ke DPR sebagai wakf I

20  (33,33%)  responden   menyatakan  menolak   pelepasan   [anah,   10  (16,67%)

n menyatakan, mcnggugat ke pengadilan, dan 5 (8,33%) pasrah saja.
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BAB4

P   E   N   (/   'r`   (/   P

Kesini|)ulan

a.     Pclaksanaan    kctentutln    pcngadaan    tfm€`h    untilk    pcmbfingunan    kcpi`rilHigi`n

umum  beluni  berjalan  secara  optimal.   Hal   itu  dlseoabkan  di  samping  karenfi

peraturannya   tersebut   belum    banyak   di.ketahui   oleh   masyarakat,   terutama

masyarakat  pemil].k  tanah, juga  aparat  pelaksanaan  hukum  belum  scpenuhny€i

menerapkan ketentunn tersebut pada seti.ap pembabasan tanah.

b.    Faktor-faktor   yang   mempengaruhi    pelaksanaan   ketentuan   pengadaan   t€`nah

untuk pembangunan  kepentingan  umum  adalah  f.aktor  musyfiwarah  ytlng  belum

d]laksanakan  dengan  balk,  faktor ganti  rugi  tidak  si`suai  di`ngan  kc`tontuan  yang

ada,  faktor  panltja  pengadaan  tanah  menjalankan  tugasnya  dl   luar  tugas  yang

scbenarnya     menurut     ketentu&n     pengadaan     tan{ih.     L)I     .sttmping     itu    .iugn

dipengaruhi  oleh   faktor  kurangnya  keterlibatan   masyarak{"  dalam   pencntuan

besamya  hanti   keruglan  pelepasan   hak   atas   tanah.   +lal   tcrsebut   dl.akui.   oll`h

scbagajan  besar  responden  di  mana  masyar{`k{it  belum  banyak  di.li.balkan  dfilam

seti.ap pengambjlan  keputusan  pcmbebfisfm  tiin{ih.

Saran

a.     DI.harapkan  kepada  pcmerintah  sebagai   pelaksana     pemerintahan,  agar  dalam

setiap  kegiatan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  pcmbangunan  mencrapk€`n

ketentunn   Keppres   Noiiior  55    l`ahun    IL)I)J   sebagai   da`sar   pelcpasari{`   hah   €`t{ts

tanah  rakyat,  agal.  dalam  pelal```am`€mTiy{i  tidak  meniml>iilkan  hz`l-h{`l  }'{`ng  dai)i`t
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b.    I)i   samping  ihi   `dg"`  tanch-tanali  yang  belch   dilepa8kaii  "para  benar-beflar

digunakan   untuk   kepentingan   masyartckat  bckan   kepentingan   orang   tentenfu,

flan   bangunan-bangunan   atan   proyek-proyek   tersebut  hay.tJ8   dihmtaskan   tidak

untuk ditelantarkan/digunakan.

c`.    Kei>ada  maprarahat,  lerutama masyarckat pemilik  tanal  agar menyndari  furii

sosial  lanah,  artinya tanah terBebut tidak dimiliki secaraL rmmalk, tetapi jika tanch

tersebut   dimanfaalkan  tmhck  pei]]bangunan  kepentingan  urlnm     mcka  denga]i

sLikal'ela.`i)ielepaskan  tanali tersebut.
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